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Konsumen memerlukan perlindungan secara hukum atas kemungkinan terjadinya
kerugian akibat praktik bisnis yang curang. Dalam proses transaksi, kadang-kadang
konsumen berada pada posisi yang lemah sehingga hal ini sangat merugikan. Oleh
karena itu secara mendasar konsumen membutuhkan perlindungan hukum mengingat
lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan kedudukan pelaku usaha yang relatif
kuat dalam banyak hal. Akibat konsumen yang dirugikan inilah memicu timbulnya
sengketa konsumen. Dalam hal penyelesain sengketa konsumen tersebut, pemerintah
memberikan 2 pilihan kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat diselesaikan
secara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan). Salah satu badan
penyelesaian sengketa secara non litigasi dibidang konsumen vyaitu Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang berkedudukan diseluruh Kabupaten
dan Kota yang mempunyai fungsi “menyelesaikan sengketa konsumen diluar
pengadilan”. Dengan terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian sengketa
konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian
sengketa barang dan jasa di BPSK Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui apa saja
faktor yang menjadi penghambat serta faktor pendukung pelaksanaan bagi BPSK
Kota Banjarmasin dalam membantu konsumen menyelesaikan sengketa barang dan
jasa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini diperoleh melalui
pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan terjun langsung ke lapangan.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi serta wawancara kepada pihak
BPSK Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan analisis dengan metode studi
kepustakaan yaitu menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dalam masalah
yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Proses umum penyelesaian sengketa konsumen dimulai dengan adanya
pengaduan masuk dari pihak yang akan bersengketa. Pengaduan tersebut
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akan diperiksa dan dianalisa terlebih dahulu oleh sekretariat BPSK apakah
termasuk sengketa atau tidak. Apabila pengaduan tersebut termasuk dalam
sengketa konsumen maka akan dilanjutkan ke tahap persidangan dan wajib
diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Ketua BPSK akan
melakukan penunjukan majelis sidang yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan
masing-masing 1 (orang) dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur
pelaku usaha. Setelah terpilih, majelis akan bermusyawarah untuk
menetapkan jadwal persidangan. Pada saat sidang dimulai, ketua majelis akan
membuka sidang dengan memperkenalkan anggota majelis terlebih dahulu
kemudian menanyakan identitas dari pemohon dan termohon. Pada saat
persidangan berlangsung, majelis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu
konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase. Kemudian majelis akan menanyakan
kepada para pihak yang bersengketa akan memilih dan menyepakati untuk
menggunakan metode penyelesaian yang mana. Persidangan di BPSK
berlangsung secara tertutup untuk umum demi menjaga kerahasiaan
konsumen dan pelaku usaha, terlebih oleh pelaku usaha karena reputasi
pelaku usaha sangat penting dalam dunia bisnis. Dalam konsiliasi dan
mediasi, BPSK hanya berperan sebagai fasilitator atau pihak yang
memfasilitasi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan. Sehingga dalam hal ini, BPSK hanya berperan sebagai
penghubung dan yang melakukan keputusan adalah kedua belah pihak yang
sedang bersengketa. Sedangkan dalam proses arbitrase, BPSK atau majelis
sidang beperan aktif dalam penyelesaian sengketa serta memiliki tugas untuk
memutus suatu sengketa tersebut. Berdasarkan data penyelesaian sengketa di
BPSK Kota Banjarmasin tahun 2022 terdapat 21 (dua puluh satu) sengketa
dengan jumlah kasus paling banyak ada pada pembiayaan/leasing/perbankan
dengan jumlah kasus sebanyak 10 (sepuluh) kasus. Metode penyelesaian
yang paling banyak digunakan adalah mediasi sebanyak 15 (lima belas)
kasus, sedangkan arbitrase 3 (tiga) kasus dan konsiliasi sebanyak 2 (dua)
kasus. Adapun di tahun ini terdapat 5 (lima) kasus yang gagal diselesaikan,
ada yang memilih untuk tidak sepakat berdamai dan adapula yang tidak
sepakat memilih ketiga metode pnyelesaian sengketa.

. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh BPSK Kota Banjarmasin dalam
melakukan penyelesaian sengketa diantaranya para pihak yang tidak memiliki
itikad baik, salah satu pihak yang tidak mau berhadir pada hari persidangan,
pelaku usaha yang tidak menginginkan penyelesaian sengketa melalui BPSK,
dan para pihak yang tidak sepakat untuk menggunakan metode penyelesaian.
Disamping hambatan yang dialami juga ada faktor yang menjadi pendukung
BPSK dalam menyelesaikan sengketa diantaranya peran pemerintah daerah
dengan adanya sekretariat serta pendanaan terkait honor rutin anggota dan
honor sidang. Selain itu, berkembangnya teknologi dan informasi juga
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menjadi faktor pendukung BPSK sangat memudahkan proses penyelesaian
sengketa secara online. BPSK juga memanfaatkan teknologi dalam hal
pelayanan pengaduan sengketa dan pemanggilan pihak yang bersengketa.
Kemudian faktor pendukung yang terakhir yaitu dalam hal penyelesaian
sengketa. Karena proses penyelesaian sengketa di BPSK sangat efisien, tidak
memerlukan waktu yang lama dan tanpa dipungut biaya, selain itu proses
penyelesaiannya juga lebih sederhana apabila dibandingkan dengan
pengadilan.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa barang
dan jasa di BPSK Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui apa saja faktor yang
menjadi penghambat serta faktor pendukung pelaksanaan bagi BPSK Kota
Banjarmasin dalam membantu konsumen menyelesaikan sengketa barang dan jasa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, diperoleh
hasil: Pertama, pelaksanaan penyelesaian sengketa barang dan jasa di BPSK Kota
Banjarmasin menurut penulis yaitu dimulai dengan adanya pengaduan masuk dari
pihak yang akan bersengketa, yang selanjutnya akan diperiksa dan dianalisa oleh
sekretariat BPSK terlebih dahulu. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap persidangan
dan wajib diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Terdapat 3 (tiga)
metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh BPSK Kota Banjarmasin
diantaranya konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Metode penyelesaian tersebut akan
diserahkan oleh majelis pada saat persidangan berlangsung kepada para pihak yang
bersengketa untuk memilih dan menyepakati menggunakan salah satu dari ketiga
metode tersebut. Majelis sidang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah,
unsur konsumen dan unsur pelaku usaha, dalam persidangan juga dibantu oleh 1
(satu) orang panitera. Persidangan berlangsung secara tertutup untuk umum demi
menjaga kerahasiaan konsumen dan pelaku usaha. Kedua, hambatan yang dialami
oleh BPSK Kota Banjarmasin diantaranya para pihak yang tidak memiliki itikad
baik, salah satu pihak yang tidak mau berhadir, pelaku usaha yang tidak
menginginkan penyelesaian sengketa melalui BPSK, dan para pihak yang tidak
sepakat untuk menggunakan metode penyelesaian. Disamping hambatan, juga ada
faktor pendukung diantaranya peran pemerintah daerah dengan adanya sekretariat
serta pendanaan terkait honor rutin anggota dan honor sidang. Selain itu,
berkembangnya teknologi dan informasi juga sangat memudahkan proses
penyelesaian sengketa secara online, pelayanan pengaduan sengketa dan
pemanggilan pihak. Kemudian faktor pendukung yang terakhir yaitu dalam hal
penyelesaian sengketa. Karena proses penyelesaian sengketa di BPSK sangat efisien,
tidak memerlukan waktu yang lama dan tanpa dipungut biaya, selain itu proses
penyelesaiannya juga lebih sederhana apabila dibandingkan dengan pengadilan.

Kata Kunci (keyword): Penyelesaian, sengketa, BPSK Kota Banjarmasin.
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